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ABSTRAK

Sri Mulyani / 22 2013 157 / 2017 / Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahiun 2013 Dalam Mecningkatkan Pertumbubian Wajib Pajak dan
Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 (Studi di Wilayah KPP Pratama Palembang
Ilir Barat)

Abstrak : langgal | Juli 2013 pemerintah telah menetapkan PP No. 46 lahun
2013, tentang pengenaan pajak UMKM. Dalam membantu kegiatan ekonomi
kecil dan menengah, pemerintah memberikan pelayanan perpajakan untuk Wajib
Pajak UMKM dengan tarif pajak |% yang dikenakan pada sikius penjuaian bruto
sampai dengan Rp 4,8 miliar per tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
besarnya pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) setelah
penerapan PP No. 46 Tahun 2013, juga bertujuan untuk menjelaskan kontribusi
PPh Pasal 4 Ayat (2) terhadap Pajak Penghasilan di wilayah kerja KPP Pratama
Palembang Ilir Barat. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa setelah penerapan PP No. 46 lahun 2013
mengalami penurunan pertumbuhan wajib pajak badan dan wajib pajak orang
pribadi, Adapun rata-rata pertumbuhan wajib pajak badan adalah sebesar 7.81%
dengan kriteria tidak berhasil dan wajib pajak orang pribadi sebesar Y. 1% dengan
kriteria tidak berhasil, sedangkan rata-rata penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)
adalah sebesar 51.48% dengan kriteria kurang berhasil. sedangkan rata-rata
kontribusi PPh Pasal Ayat (2) terhadap Pajak Penghasiian adaiah sebesar 33,15%.
dengan kriteria cukup baik.. Kedepannya Pemerintah dalam hal ini KPP Pratama
Palembang Ilir Barat harus melakukan sosialisasi langsung dengan pendekatan
secara personal kepada wajib pajak.

Kata kunci  : PP No. 46 Tahun 2013, PPh Pasal 4 Ayat (2), pajak penghasilan

xii



ABSTRACT

Sri Mulyani / 22 2013 157 / 2017 / An Application Analysis of Goverment
Reguiation Number 46 Year 2013 in Improving Growth Taxpayers and
Acceptance PPh Article 4 Clause (2) (Studies in the region of KPP Pratama
Palembang Ilir Barat)

Abstract: Un July 1, 2013, government had set the PF. No.46 Year 2013, about
taxation UMKM. In order to help the middle and small industrial economics
activity, the goverment gave the taxation facility to small scale Taxpayer (UMKM)
with the tax final rate 1% which imposed to the gross sales cvele up to Kp 4.8
bilions a year. This research aimed to know how big rate tax payer growth during
the two years before and after since the implementation of PP. No.46 Year 2013,
and then this research aiso described the acceptance to PFPh Articie 4 Clause 2)
in the region of KPP Pratama Palembang llir Barat. This research used a
descriptive method. The result of this study indicated that dafter application PP.
No. 46 Year 2013 decreased growth of the corporate taxpaver amount 7.81%,
with no success criteria and individual taxpayers by 9,1% with no success
criteria, while the average acceptance PPh Article 4 Clause (2) amounted to
21,45% with less success criteria. While the average contribution of PPh Article 4
Clause (2) of the income tax amounted to 33,75% with criteria very less. In the
future, the Government to deal this KPP Pratama Palembang Ilir Barat should be
direct socialization with a personal approach to the taxpaver.

Keywords: PP No. 46 Year 2013, PPh Article 4 Clause (2), income tax.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan Negara perlu terus diupayakan dengan menggali
sumber-sumber dana yang ada sehingga dapat menyeleggarakan
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang semakin
meningkat. Pembangunan nasional merupakan suatu iangkah atau tindakan
untuk memperbaharui kehidupan nasional. Upaya perbaikan sangat
diperiukan terutama di bidang pengeiolaan keuangan daerah. Berbagai
kebijakan tentang keuangan daerah diarahkan agar daerah memiliki
kemampuan untuk meningkatkan kemampuannya daiam membiayai
penyelenggaraan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan
diberikannya kewenangan oieh pemerintah pusat berupa kewenangan vang
kuat, nyata, dan bertanggung jawab secara proporsional. Kabupaten/Kota
terus meningkatkan kemampuannya dalam mengeioiah keuangan daerah
untuk mempercepat tercapainya kemandirian khususnya dalam bidang

pemenuhan urusan rumah tangga.

=
cr
[£]
-
1

Pajak mcrupakan sui pencrimaan  utama Negara yang
digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan.
Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN)

dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang

terbesar. Semakin besarnya pengeiuaran pemerintah dalam rangka

=



pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara vang salah
satunya berasal dari penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah
mencanangkan tahun 2015 sebagai |ahun Pembinaan Wajib Pajak, pihak
yang akan dibina oleh DJP adalah kelompok orang pribadi atau badan
yang beium terdaftar sebagai Wajib Pajak

(http://www.paiak.go.id/content/article/segcra-manfaatkan-tahun-

pembinaan- wajib-pajak-2015).

Jumlah UMKM hingga 2012 mencapai 56.539.560. Perekonomian
Indonesia sesungguhnya secara riii digerakkan oieh para pelaku UMKM.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah merupakan sektor
ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian

nasional.

Dalam upaya untuk memberikan kemudahan dan kesedehanaan
mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan yang
terutang kepada Waiib Paiak orang pribadi dan badan (PP 46 tahun 2013).
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2013 pada tanggal 2 juni 2013 dan muiai diberiakukan tanggal | Juii
2013. Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam PP No.46 Tahun
2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh
Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto iertentu. Berdasarkan

ketentuan ini, mengatur tentang penghasilan Wajib Pajak yang dikenakan



tarif 1% dengan Kriteria omset yang tidak meiebihi dari 4.8 Milnar daiam

I (satu) tahun pajak.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No.46 Iahun 2013 bertujuan
untuk kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban
perpaiakan. meningkatkan pengetahuan tentang mantaat perpajakan bagi
masyarakat serta terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi
kewaiiban perpaiakan. Hasil vang diharapkan adalah perluasan partisipasi
dalam pembayaran pajak, kepatuhan sukarela meningkat, meningkatkan
penerimaan PPh dari WP yang memiiiki peredaran bruto tertentu dan
penerimaan pajak yang meningkat sehingga kesempatan  untuk

mensejahterakan masyarakat meningkat ( Leafiet PP 46).

KPP Pratama llir Barat adalah salak satu kantor pclayanan pajak
yang mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini
selak ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo
Bambang Yudhoyono pada tanggal 12 juni 2013. Berikut adalah data
Jumlah Waiib Pajak vang terdaftar pada KPP Pratama Palembang Ilir
Barat dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

labei 1.1

Jumlah Wajib Pajak Tahun 2011-2015

| Tahun | - wpOpP | WP Radan !
| 2011 | 71812 7.016
[ 2012 86.633 8.843
' 20113 05159 0492
2014 104.390 10.503
2015 113.169 | 11.254

Lol T TrTvTrs ™ . LAl 1] 7 L 3 ™ a AT~
Sumper, nrrorroaiarne ruwmnung Hir purat, 2t 7.



Berdasarkan tabei I.I menunjukkan bahwa jumiah wajib pajak
yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun, akan tetapi target dan reaiisasi
penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 tahun 2011-2015 pada KPP Pratama
Palembang liir Barat mengaiami fluktuasi, hai ini disajikan pada labei |.2.

Tabel 1.2

| arget dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 4 Avat 2
Tahun 2011-2015

| Tahun | Target | Realisasi | Pencapaian |
| 2011 | 29.12RRR5.703 | 49.652.725742 | 170,46 % |
2012 | 65.992.697.692 | 87.967.469.236 | 13329% |
2013 | 123.483.261.375 | 75.635.130.879 | 61,25% |
2014 | 68405664702 | 118722105060 | 173340, |
2015 | 251.246.126.483 | 173.316.287.963 | 68,98 %

Sumber : KPP Pratama Ilir Barat. 201 7.

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan
PPh Pasai 4 ayat 2 pada KPP Pratama liir Barat pada tahun 2011 , 20i2,
dan 2014 mengalami peningkatan pada target yang ditetapkan sedangkan
pada tahun 2013 realisasi penerimaan PPh Pasai 4 Avat (2) mengaiami
penurunan sebesar 72,04% dan 2015 mengalami penurunan sebesar
104,36% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya DPJ
untuk meningkatkan realisasi penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dinilai
belum optimal pada KPP Pratama Liir Barat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian tentang: “Analisis Penmerapan Peraturan

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Dalam Meningkatkan
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Pertumbuhan Waijib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Avat (2)”

(Studi kasus pada KPP Pratama Palembang Tlir Barat)”.

Kumusan Masalah
Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

™

. Bagaimana peitumbuhian jumlah Wajib Pajak yang tcrdaflar di KPI

—

Pratama Palembang Ilir Barat setelah Peraturan Pemerintah Nomor 46
lahun 20137

2. Bagaimana pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) setelah
penerapan Peraturan Pemerintan Nomor 46 |ahun 20137

3. Bagaimana kontribusi penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 terhadap pajak
penghasilan pada KPP Pratama Palembang llir Barat setelah

penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013?

. Tujuan Peneiitian

I. Untuk mencari bukti empiris bagaimana pertumbuhan jumlah Wajib
Pajak pada Waiib Pajak yang terdattar di KPP Pratama Palembang Ilir
Barat setelah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

2. Untuk mencari bukti empiris bagaimana pertumbuhan penerimaan PPh
Pasal 4 ayat (2) setelah penerapan Peraturan Pemerintan Nomor 46

lahun 2013,



3. Untuk mencari bukti empiris bagaimana kontribusi penerimaan PPh

Pasal 4 Ayat 2 terhadap pajak penghasilan pada KPP Pratama

Palembang liir Barat seteiah PP Nomor 46 |ahun 201 3.

D. Mantaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua

pihak diantaranya:

1
i

Darn: Parmalies
< agi iCnciiti

Dapat memberikan pengalaman dan tambahan pengetahuan mengenai
PP Nomor 46 tahun 2013 dan mengembangkan wawasan. khususnya
di bidang perpajakan sesuai dengan teori yang didapatkan.

Bagi KPP Pratama Palembang |lir Barat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi KPP
Pratama Palembang Ilir Barat untuk lebih meningkatkan mutu
pelayanan perpajakan dan sebagai bahan acuan dalam memaksimalkan
pajak penghasilan dari pelaku usaha.

Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meniadi referensi tambahan.
menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian

bagi penuiisan di masa yang akan datang.



BAB 11
KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitan Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Fadli Hakim dan Grace B.
Nangoi (2015) yang berjudul Analisis Penerapan PP. No.46 1ahun 2013
Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan
Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) Pada KPP Pratama
Manado. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu
penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri. baik
satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau
menghubungkan antara satu dengan variable yang iain. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pertumbuhan wajib pajak
selama tujuh belas buian sebeium dan seteiah penerapan PP. No. 46 Tahun
2013, juga menjelaskan penerimaan terhadap PPh Pasal 4 Ayat (2) di
wilayah kerja KPP Pratama Manado. Hasil peneiitian ini menunjukkan
bahwa setelah penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 mengalami penurunan
pertumbuhan wajiib pajak sebesar 0,23 %, sedangkan rata-rata penerimaan
PPh Pasal 4 Ayat (2) dari PPh UMKM selama tujuh belas bulan sejak
pelaksanaan PP. No. 46 lahun 2013 adalah sebesar 3,89% dengan criteria
Sangat Kurang.

Peneiitian yang dilakukan oieh Widya Tjiaii (2015) yang berjudui
Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap

Pertumbuhan Jumiah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasai 4 Ayat (2)

~I
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pada KPP Pratama Bitung. Jenis peneiitian vang digunakan adaiah
penelitian  deskriptif. ~Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pertumbuhan jumiah waijib pajak yang terdaftar selama 26 buian sebeium
dan setelah penerapan PP.No. 46/2013, dan untuk menjelaskan kontribusi
penerapan PP.No. 46/2013 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Avat (2) di
wilayah kerja KPP Pratama Bitung. Penelitian ini menggunakan metode
pertumbuhan jumlah wajib pajak selama 26 bulan sebelum dan setelah
penerapan, menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan jumiah wajib pajak
sebesar 6,11%. Dilihat secara tahunan, jumlah wajib pajak mengalami
peningkatan pada tahun 2014 dan 2015 setelah penerapan. Kata-rata
kontribusi PPh PP. No. 46/2013 terhadap PPh Pasal 4 Ayat (2) selama 26
bulan sampai bulan september 2015 setelah penerapan adalah sebesar
5,98% dengan kriteria sangat kurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Nirsetyo Wahdi, dkk (2015) yang
berjudul Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak
UMKM lerhadap |ingkat Pertumbuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak
Penghasilan dan UMKM yang Mana yang Diuntungkan. Jenis penelitian
vang digunakan adalah penelitian deskriptif. lujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui besarnya pertumbuhan wajib pajak dan
penerimaan pajak penghasilan selama delapan belas bulan sebelum dan
sesudah penerapan PP No.46 Tahun 2013, di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Semarang Gayamsari serta UMKM yang mana vang diuntungkan



dengan beriakunya PP 46 tahun 2013. Hasi penelitian menunjukkan
bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap pertumbuhan jumlah
wajib pajak dan penerimaan Pajak Penghasiian di kPP Pratama Semarang
Gayamsari. Setelah penerapan PP 46 Tahun 2013, pertumbuhan jumlah
wajib pajak UMKM meningkat di awai tahun 2014. Hasii penelitian juga
menunjukkan bahwa jumlah rata-rata penerimaan Pajak Penghasilan
setelah diterapkannya PP 46 lahun 2013 lebih tinggi dibandingkan dengan
sebelum diterapkannya peraturan tersebut. Sedangkan UMKM yang mana
vang diuntungkan dengan berlakunya PP46 tahun 2013. vaitu pajak
dikenakan atas dasar tariff 1% dari omzet dan bersifat final. Jika UMKM
dengan tingkat keuntungan lebih dari 8%. maka PP46 tahun 2013 lebih
menguntungkan karena pajak yang dibayar lebih rendah, jika
dibandingkan dengan tarit PPh Umum. letapi iika tingkat keuntungan
UMKM lebih rendah dari 8%, maka pajak yang dibayar akan lebih tinggi
1ika dibandingkan dengan menggunakan taritt umum. Jumlah pajak akan
sama baik menggunakan tarif PP 46 tahun 2013 atau tariff umum ketika

tingkat iaba sebesar §%.

persamaan sebagai berikut :
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Perbedaan dan Persamaan Penelitian Sebelumnya

[N [ Judul, Nama Peneliti dan Tahun | Perbedaan | Persamaan
| o | l F |
I | Analisis Penerapan PP. No.46 Tahun | Berbeda Sama-sama
2013  Tentang Pajak Penghasilan | Pada tempat | meniliti  tentang
| [ UUIMKM Terhadan Tingkat | penelitian | Penerapan PP. No. I
Pertumbuhan ~ Wajib ~ Pajak  dan | yaitu KPP | 46 Tahun 2013 dan
Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) Pada | Pratama penerimaan  PPh
KPP Pratama Manadn (Fadli Hakim | Manada | Pacal 4 Avat (7) |
dan Grace B. Nangoi, 2015)
2 | Analisis Penerapan Peraturan | Berbeda Sama-sama
|| Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 | temnat | meneliti  tentang |
Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib | penelitian Penerapan PP. No.
Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat yaitu KPP | 46 Tahun 2013 dan
| | 02) pada KPP Pratama Rituna. (Widya | Pratama | Panerimaan  PDh
Tjiali, 2015) Bitung. Pasal 4 Ayat (2)
3 | Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun | Berbeda Sama-sama
| 2013 Tentanz Pajak 1IMKM Terhadon | tEmnat (meneliti  tentang
Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak, | penelitian Penerapan PP. No.
Penerimaan Pajak Penghasilan dan | vaitu KPP | 46 Tahun 2013 dan
R8TV yang Mana yang Diuntungkan. | Pratama Poncrimagn  PPh |
(Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Pasal 4 Ayat (2)
Lo Semarang  Gayamsari).  (Nirsetvo | Gavamsari
W7 LA 1. An1 oy

L

| oyvamna, UAR LUl S

Sumber : Penulis, 2017

B. Landasan Teori
1. Pemahaman Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak adalah

iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (vang

dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi)

vang langsung dapat ditunjukkan dan vang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:3). Berdasarkan
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UU No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan adaiah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbaian
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakvat.

Pengertian Wajib Pajak

Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib
Pajak adaiah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan Kketentuan peraturan

perundanga- undangan perpajakan.

Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam
kehidupan  bernegara. khususnva di  dalam pelaksanaan
pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara
untuk membiayai semua pengeiuaran termasuk pengeiuaran
pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai

beberapa fungsi (Siti Resmi, 2013:3), vaitu:

Fungsi Sumber Keuangan Negara (Budgeiair)

—
-

Sebagai sumber penerimaan pemerintah  untuk
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membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya

memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya

tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi
pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai

Jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan

Nilal (PPN) dan Pajak Penjuaian atas Barang Mewah (PPnBM).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2)  Fungsi Pengatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebiiakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. serta
mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.
Beberapa contoh penerapan paiak sebagai tungsi pengatur adalah:
a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah.
b) larif pajak progresit dikenakan atas penghasilan.
c¢) Tarif pajak ekspor sebesar 0%.

d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil
industry tertentu seperti semen, industry rokok, industry baja,
dan lain-lain.

e) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi.

f) Pemberiakuan rax hoiiday.



d.

‘l'eori Pemungutan Pajak
Beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan Jjustifikasi
pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. |eori-teori

tersebut antara lain (Mardiasmo, 2016:5-6) yaitu:

1) leori Asuransi
Teori ini mengemukakan bahwa Negara mempunyai
tugas untuk melindungi keselamatan jiwa. harta benda. dan hak-
hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang
ditbaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh
jaminan perlindungan tersebut.
2) | eor1 Kepentingan
Teori ini menjelaskan tentang pembagian beban pajak
kepada rakvat didasarkan pada kepentingan (misalnya
perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan
seseorang terhadap negara. makin tinggi pajak yang harus dibavar.
3)  Teori Daya Pikul
leori ini mengandung pengertian bahwa beban pajak
untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus
dibayar sesuai dengan daya pikui masing-masing orang. Untuk
mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:
a) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau
kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.

b) Unsur subyektit, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan
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materiii yang harus dipenuhi.
4)  Teori Bakti atau Teori Pajak Mutlak
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada
hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang
berbakti, rakyat harus selalu menvadari bahwa pembayaran pajak
adalah sebagai suatu kewajiban.
) Leor1 Asas Daya Beii
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak.
Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah
tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya
Negara akan menyaiurkannya kembaii ke masyarakat daiam
bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian
kepentingan seiuruh masyarakat iebih diutamakan.
e. Sistem Pemungutan Pajak
Sistemn garis besar dalam perpajakan dikenal tiga system
yaitu, official assesment system, self assesment system, dan with
holding tax system (Mardiasmo. 2016:9-10). D1 Indonesia pernah

melaksanakan beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu :

1) Official Assesment Sytem

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

a) Wewenang untuk menentukan besarnva pajak terutang ada



pada fiskus.
b)  Wajib pajak bersifat pasif.
¢) Utang pajak timbul seteiah dikeiuarkan surat ketetapan
pajak oleh fiskus.
2)  Self Assesment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri
besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu :
a)  Wewenang untuk menentukan besarya pajak terutang ada
pada Wajib Pajak sendiri.
b)  Waiib Pajak aktif, muiai dari menghitung, menyetor dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang.
¢)  Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3)  With Holding Tax Sytem
Adalah suatu sistem pemungutan pajak vang memberikan
wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib
Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut palak
yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya yaitu : wewenang
menentukan besarnya pajak vang terutang ada pada pihak ketiga.

pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.
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2. Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 1ahun 2013
a. Definisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

PP Nomor 46 |ahun 2013 adalah peraturan pemerintah yang
dikeluarkan dan mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013 tentang pajak
penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoieh
wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dibawah
Kp.4.800.000.000,00 dikenakan tarif sebesar [%. |ahun pajak dalam
PP No.46 Tahun 2013 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku vang tidak sama
dengan tahun kalender. Tujuan pengaturan ini adalah untuk
memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau
memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran
bruto tertentu, untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan

pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.

b. Waiib Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu
sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) adalah Wajib Pajak

yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

I)  Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak
termasuk bentuk usaha tetap; dan

2)  Menerima penghasiian dari usaha, tidak termasuk penghasiian
dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan

peredaran bruto tidak meiebihi Kp.4.800.000.000,00 (empat




miliar delapan ratus juta rupiah) daiam | (satu) iahun Pajak.

¢. Peredaran Bruto

Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat

dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebagaimana diatur dalam

Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.46 |ahun 2013, diatur sebagai

berikut:

1)

2)

3)

Didasarkan pada jumlah peredaran bruto | ahun Pajak terakhir
sebelum Tahun Pajak berlakunyan Peraturan Pemerintah ini
disetahunkan, dalam hai Tahun Pajak terakhir sebeium Tahun
Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini meliputi kurang
dari jangka waktu i 2 (dus beias) buian:

Didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib
Pajak terdaftar sampai dengan buian sebeium beriakunya
Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Wajib
Pajak terdaftar daiam lahun Pajak yang sama dengan |ahun
Pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini di bulan
sebelum Peraturan Pemerintah ini beriaku:

Didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama
diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, daiam
hal Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak

berlakunnva Peraturan Pemerintah ini.



3. PPh Kinal Pasal 4 Avat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan salah satu cara pelunasan
pajak dalam tahun berjaian meiaiui pemotongan/pemungutan
dan/atau penyetoran sendiri pajak yang bersifat final atas
penghasilan tertentu yang diatur dengan peraturan pemerintah.
Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat
Jenderal Pajak, 2013), pajak penghasiian yang bersifat finai terdiri

atas :

PPh Final atas Bunga Deposito dan labungan serta Diskonto
Sertifikat Bank Indonesia
[) Ubjek PPh adalah Penghasilan berupa bunga deposito dan
tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia termasuk
bunga yang diterima atau diperoieh dari dan tabungan vang
ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau
bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank iuar
negeri di Indonesia.
2) Definisi
a) Deposito yang dimaksud adalah deposito dengan nama
dan dalam bentuk apapun. termasuk deposito beriangka.
sertifikat deposito dan “deposit on call” baik dalam mata
uang rupiah maupun dalam mata vang asing (valuta
asing) yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank

(Siti Resmi. 2013: 146).
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4)

3)
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b) labungan adaiah simpanan pada bank dengan nama
apapun, termasuk giro, yang penarikannya dilakukan
menurut syarat- syarat tertentu vang ditetapkan oieh
masing-masing bank.

Pemotong Pajak adalah :

a) Bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di
Indonesia.

b) Cabang bank luar negeri di Indonesia.

¢) Bank Indonesia.

Tarif Pajak

a) Dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumiah bruto,
terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha
Letap.

b) Dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto atau
dengan tarit berdasarkan Perjaniian Penghindaran Pajak
Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.

Dikecualikan dari Pemotongan PPh

a) Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat
Bank Indonesia, sepanjang jumlah deposito dan tabungan
serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi
Rp 7.500.000.00 dan bukan merupakan jumlah vyang
dipecah- pecah.

b) Bunga dan diskonto vang diterima atau diperoleh bank



C)

d)

€)

20

yang didirikan di Indonesia atau cabang bank iuar negeri
di Indonesia.

Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat
Bank Indonsia yang diterima atau diperoleh Dana
Pensiun yang pendiriannva telah disahkan oleh Menter
Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber
pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana
Pensiun, diberikan berdasarkan Surat Keterangan Bebas
(SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga
deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank
Indonesia, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
tempat Dana Pensiun yang bersangkutan terdattar.

Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah
dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat
sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana
dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.
Orang Pribadi Subjek Pajak dalam negeri yang seiuruh
penghasilannya dalam 1 tahun pajak termasuk bunga dan

diskonto tidak melebihi Penghasilan 1idak KenaPajak.
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b. PPh Final atas Bunga Obligasi
1) Definisi
Ubligasi adalah surat utang Negara yang berjangka waktu
lebih dari 12 (dua belas) bulan (Siti Resmi, 2013; 147). Bunga
obligasi adalah imbaian vang diterima atau diperoleh pemegang
Obligasi dalam bentuk bunga dan/ atau diskonto (Siti Resmi, 2013:
147). Obligasi adaiah surat utang dan surat utang negara, yang

berjangka waktu lebih dari 12 bulan.

2)  Pemotongan Pajak Penghasiian diiakukan oieh :
a) Penerbit Obligasi (emiten) atau kustodian selaku agen
pembayaran yang ditunjuk, atas:

(1) Bunga dan/atau diskonto yang diterima atau
diperoleh pemegang Obligasi dengan kupon pada
saat jatuh tempo Bunga Obligasi; dan

(Z) Diskonto yang diterima atau diperoieh pemegang
Obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo
OUbligasi.

b) Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku perantara, atas

bunga dan/atau diskonto Obiigasi yang diterima atau
diperoleh penjual Obligasi pada saat transaksi: dan/atau.

¢) Usahaan etek. dealer. bank. dana pensiun. dan reksadana.

selaku pembeli Obligasi langsung tanpa melalui

perantara, atas bunga dan/atau diskonto Obligasi yang




3)

22

diterima atau diperoleh penjuai Ubligasi pada saat
transaksi.

Dalam hal penjuaian Obligasi diiakukan secara langsung tanpa
melalui perantara kepada pihak-pihak lain selain pemotong
pajak, kustodian atau sub-regisiry seiaku pihak-pihak yang
melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan Obligasi, wajib
melakukan pemotongan dengan cara memungut  Pajak
Penghasilan yang bersifat final yang terutang dari penjual
Obligasi sebelum mutasi hak kepemilikan dilakukan.
Dalam hal penjualan Obligasi tidak memerlukan pencatatan
mutasi hak kepemilikan Ubligasi melainkan hanya atas unjuk.
pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final dilakukan
oleh penerbit Obligasi (emiten) atau kustodian yang ditunjuk
selaku agen pembayaran, dari pembeli/pemegang Obligasi
pada saat:

a) Jatuh tempo bunga, untuk penghasilan bunga yang
dihitung berdasarkan masa kepemilikan penuh sejak
tanggal jatuh tempo bunga terakhir.

b) Jatuh tempo Obligasi, untuk penghasilan diskonto yang
dihitung berdasarkan masa kepemilikan penuh sejak
tanggal penerbitan perdana OUbligasi.

¢) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa penjual Obligasi atas

unjuk adalah pihak yang tidak diberiakukan pemotongan
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Pajak Penghasiian atau pihak iain vang teiah dikenakan
pemotongan Pajak Penghasilan, pemotongan Pajak
Penghasiian yang bersifat finai atas bunga pada saat jatuh
tempo bunga atau diskonto pada saat jatuh tempo
Obligasi, dihitung berdasarkan masa kepemiiikan penuh
dikurangi dengan masa kepemilikan penjual Obligasi
tersebut.

d) Bunga obligasi yang tidak dikenai Pemotongan PPh Pasal
4 avat (2)

Yaitu apabila penerima penghasilan berupa bunga obligasi
adalah :

(1) WP dana pensiun yang pendirian atau
pembentukannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana
diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh (penghasiian
dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun
dalam bidang-bidang tertentu vang ditetapkan
dengan KMK).
(£) WP bank yang didirikan di indonesia atau cabang
bank luar negeri di Indonesia.
c. PPh Final atas Bunga Simpanan Koperasi
1) Objek Pajak dan Pengecualiannya.
Setiap bunga simpanan yang dibayarkan oieh koperasi kepada

anggota koperasi orang pribadi merupakan objek pajak.
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Namun demikian atas penghasilan bunga simpanan yang

Jumlahnya tidak melebihi Rp.240.000 per bulan tidak

dikenakan pajak (Siti Resmi, 2013; 148).

Dipotong oleh koperasi yang melakukan pembayaran bunga

simpanan kepada anggota koperasi Urang Pribadi pada saat

pembayaran.

Besarnya Pajak Penghasiian adaiah (Siti Kesmi, 2013; 148-149) :

a) 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai
dengan Rp240.000.00 per bulan: atau

b) 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa

bunga simpanan lebih dari Kp240.000,00 per buian.

d. PPh Final atas Hadiah Undian

1)

Z)

3)

4)

Ubjek pajak penghasilan adalah penghasiian berupa hadiah
undian dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima
atau diperoleh Orang Pribadi dan badan baik dalam negeri
maupun luar negeri.

Hadiah undian dalam hal ini adalah hadiah dengan nama dan
dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang
pribadi atau badan yang pemberiannya melalui undian (Siti
Resmi, 2013; 149).

Nilai hadiah yaitu nilai uang dan nilai pasar apabila hadiah
tersebut diserahkan dalam bentuk natura.

Pemotong adalah penyelenggara undian.



3)

larif PPh finai atas hadiah undian adaiah sebesar 25% dari

Jjumlah bruto.

e. PPh Kinal atas Penjualan Saham di Bursa Efek

)

Definisi

a)

b)

Pendiri adalah Orang Pribadi atau badan vang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
lerbatas atau tercantum dalam Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang
diajukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal
(Bapepam) dalam rangka penawaran umum perdana
(“initial public offering ") menjadi etektit.
Termasuk dalam pengertian pendiri adalah Orang Pribadi
atau badan yang menerima pengalihan saham dari pendiri
karena :
(1) Warisan.
(2) Hibah.
(3) Cara lain vang tidak dikenakan Pajak Penghasilan
pada saat pengalihan tersebut.
Pengertian saham pendiri adalah :
Saham pendiri adalah saham yang dimiliki oleh
pendiri yang diperoleh dengan harga kurang dari Y0%
(Sembilan puluh persen) dari harga saham pada saat

penawaran umum perdana. [ermasuk daiam pengertian
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saham pendiri adaiah (Siti Resmi, 2013: 150):

(1) Saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari
kapitahisasi agio yang dikeluarkan setelah penawaran
umum perdana (initial public offering).

(2)  Saham yang berasai dari pemecahan saham pendiri.

I'idak termasuk dalam pengertian saham pendiri adalah :

(1) Saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari
pembagian dividen daiam bentuk saham.

(2) Saham yang diperoleh pendiri setelah penawaran
umum perdana (initial public offering) yang berasal
dari pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih
dahulu (right issue). waran, obligasi konversi dan
efek konversi lainnya.

(3) >aham yang diperoleh pendiri perusahaan Reksa

Dana.

larit

a)

b)

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Orang
Pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di
bursa efek dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,1 %
dari jumiah bruto nilai transaksi penjuaian saham.

Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak
Penghasilan dan bersitat tinal sebesar 0.5% dar nilai

saham (nilai saham perusahaan pada saat penawaran



umum perdana ( “mnitial pubiic offering ).

3)  Tidak termasuk objek pajak

Agio saham yang timbui dam sehisih lebih antara nilai pasar

saham dan nilai nominal saham, tidak termasuk objek pajak.

4)  Bukan pengurang penghasiian bruto

Disagio saham yang timbul dari selisih lebih antara nilai nominal

saham dan milair pasar saham, bukan merupakan pengurang dari

penghasilan bruto.

PPh Kinal atas Pengalihan Hak atas 1'anah dan atau Bangunan

1)  Definisi

a) Dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh

b)

Orang Pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah

dan/atau bangunan,

Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah (Siti

Kesmi, 2013: (51):

(D

(2)

Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan
hak, pelepasan hak. penyerahan hak. lelang, hibah,
atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain
selain pemerintah.

Penjualan,  tukar-menukar, pelepasan  hak,
penyerahan hak, atau cara lain vang disepakati
dengan pemerintah guna pelaksanaan
pembangunan, termasuk pembangunan untuk

kepentingan umum yang tidak memerlukan
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persyaratan khusus.

(3) Penjualan,  tukar-menukar, pelepasan  hak,
penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah
guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan

umum vang memerlukan persyaratan khusus.

Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak,

pelepasan hak, penyerahan hak. lelang, hibah, atau cara lain

yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah.

a)

b)

c)

d)

Urang Pribadi atau badan vyang menerima atau
memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah
dan/atau  bangunan wajib membayar sendiri PPh yang
terutang dengan menggunakan SSP ke bank persepsi atau
Kantor Pos dan Giro sebelum akta, keputusan, perjanjian,
kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas
tanah dan/ atau bangunan ditanda tangani oleh pejabat
yang berwenang.

Pada SSP wajib dicantumkan nama, aiamat, dan NPWP
dari Orang Pribadi atau badan yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah
Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat, Pejabat
Lelang, atau pejabat lain yang diberi wewenang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat yang berwenang hanya menandatangani akita,



3)

e)

[ 4]
[T}

keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah ielang atas
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan apabila
kepadanya dibuktikan oleh Urang Pribadi atau badan
dimaksud bahwa kewajiban pembayaran PPh-nya telah
dipenuhi dengan menyerahkan fotokopi SSP vang
bersangkutan dengan menunjukan aslinya.

Pejabat yang berwenang menandatangani  akta.
keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang
walib menyampaikan laporan bulanan mengenal
penerbitan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan
atau nsalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan kepada Direktur Jenderal Pajak. (Pasal 2 ayat (3) PP
48 lahun 1994).

Pejabat yang berwenang menandatangani  akta,
keputusan. perjanjian. kesepakatan atau risalah lelang
yang tidak memenuhi ketentuan, dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan vang

berlaku.

Penjuaian, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak,

atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna

pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk

kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan

khusus;
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a) OUrang Pribadi atau badan vang menerima atau
memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan ini dipungut PPh oleh bendaharawan.

b) Bendaharawan atau pejabat wajib menyetor PPh yang
telah dipungut ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro
sebelum melakukan pembayaran kepada Orang Pribadi
atau badan yang berhak menerimanya atau sebelum
tukar-menukar dilaksanakan.

c) Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP
atas nama Orang Pribadi atau badan yang menerima
pembayaran atau yang melakukan tukar-menukar.

d) Bendaharawan atau pejabat wajib menyampaikan laporan
mengenail pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan
kepada Direktur Jenderal Pajak.

Penjualan, tukar-menukar. pelepasan hak. penyerahan hak.

atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan

pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan
persyaratan khusus. Pembangunan untuk kepentingan umum
vang memerlukan persyaratan khusus adalah pembangunan
yang dilakukan oleh pemerintah di atas tanah yang
pembebasannya dilakukan oleh pemerintah yang lokasinya
tidak dapat dipindahkan ke tempat lain yaitu untuk kepentingan

bersama.
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label 11. 2

Pengenaan PPh Final

Pengalihan hak atas tanah
| deauvutau Daguiun
- Tidak mewah
- Mewah, yaitu :
. Rumah beseita tanahiya,

harga juai/harga pengaiihan
lebih dari Rp 10 M dan luas
bangunan lebih dari 500 m?
Apartemen kondominium, &
sejenisnya, harga jual atau
pengalihannya lebih dari Rp
10 M dawatau fuas Dangunan
lebih dari 400 m’.

2

Pengalihan hak atas Rumah Susun dan

Rumah Susin  Sederhana  dilakukan

oleh WP yang  usaha pokoknya

melakukan pengalihan hak atas tanah

dan/atau bangunan

1) WP yang usaha  pokoknya
melakukan pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan adalah
WP vang melakukan pengalihan
hak atas tanah dan/ atau bangunan

sebagai barang dagangan,
Witiasuh  pengeimbaig  Kawasan
perumahan, pertokoarn.,
pergudangan, industri,

kondominium, apartemen, rumah
susun. dan gedung perkantoran.

Rumah Sederhana ini terdiri atas
Rumah Sederhana Sehat dan
Rumah  Inti  Tumbub, yang
mendapat  fasilitas  dibebaskan
dari  pengenaan PPN  sesuai
dengan  ketentuan  peraturan
perundang- undangan

Rumah  Susun  Sederhana adalah
bangunan bertingkat yang dibangun
dalam  suatu yaig
dipergunakan sebugai tempat hunian
yang dilengkapi dengan KM/WC dan
dapur baik bersatu dengan unit hunian
maupun terpisah dengan penggunaan
komunal termasuk  Rumah Susun
Sederhana Milik, yang mendapat
fasilitas dibebaskan dari pengenaan
PPN sesuai dengan ketentuan peraiuran
perundang-undangan.

2)

“ﬁgk‘\iﬂs-ul

PPh Pasal 4 (2) (sifat final) = 5% x jumlah bruto nilai

pengalilian fak aias Laga dao/aiaus Danguda

. Nilai pengalihan hak adalah nilai yang tertinggi
antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak
dengan NJOP PBR kecuali :

®*  Daiam hai pengaiihan hak kepada pemerintah

adalah nilai berdasarkan pejabat yang
bersangkutan;
e Dalam hal pengaliban hak sesuai dengan

peraturan lelang (Staatsblad Tahun 1908
Nomor 189 dengan segala perubahannya)
adalan nilai menurut risaiah leiang lersebul.

2 NJOP yang dimaksud adalah NJOP menurut SPPT
PBB tahun yang bersangkutan atau dalam hal SPPT
dimakeud helum terhit adalah NIOP menurut SPPT
PRD tahim pajak scholumnya.

3. Apabila tanah dan/atau bangunan tersebut belum
terdaftar pada KPP Pratama atau KPP PBB, maka
NJOP vang dipakai adalah NJOP menurut surat
keterangan yang diterbitkan Kepala Kantor yang
wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau
bangunan yang bereangkutan herada,

Alas Rumalt mewal, selain dikenakan PPh Pasal 4 ayai

(2) juga dikenakan PPh Pasal 22 atas penjualan barang

yang tergolong mewah sebesar 5% dari harga jual (tidak

termasuk PPN dan PPnBM)

PPH Pasal 4(2) (sifat final) = 1% x jumlah bruto nilai
pengalihan hak atas tanah dan/atan hangunan

Nilai pengalihan hak adalah nilai yvang tertingei antara
nilai berdasarkan Akta

Pengalihan Hak dengan NJOP PBB kecuali :

L]
nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan;
®  Dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan
lelang (Staatshlad Tahun 1008 Nomor

189 dengan segalanya perubahannya) adalah nilai
menurut risalah lelang tersebut.

NJOP yang ditiuksud adalali NJOP mcawui SPPT PBB |

tahun yang bersangkutan atau dalam hal SP1*t dimaksud
belum terbit, adalah NJOP menurut SPPT PBB tahun
pajak sebelumnya.

Apabila tanah dan/atau  bangunan tersebut bhelum
terdaftar pada KPP Pratama atau KPP PBB, maka NJOP
yang dipakai adalah NJOP menurut surat keterangan
yang diterbitkan Kepala Kantor yang wilayah kerjanya
meliputi fokusi tanah dansatau bangunan yang
bersangkutan berada

Dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah adalah !
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Pembayaran dengan Angsuran

a)

b)

Dalam hal pembayaran atas pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan dilakukan dengan cara angsuran,
maka Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan jumlah
setiap pembayaran angsuran termasuk uang muka, bunga,
pungutan dan pembayaran tambahan lainnya yang
dipenuhi oleh pembeli, sehubungan dengan pengalihan
hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut.

Pembayaran Pajak Penghasiian dengan cara angsuran
wajib dibayar oleh Orang Pribadi atau badan yang
bersangkutan ke kas negara meialui Kantor Pos atau bank
yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama
tanggal 15 bulan berikutnya seteiah bulan diterimanya

pembayaran.

Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan

Pajak Penghasilan

a)

b)

Penghasilan lidak Kena Pajak vang melakukan

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan

Jumlah bruto pengalihannya Kurang dari

Rp60.000.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang
dipecah-pecah:
Orang Pribadi atau badan yang menerima atau

memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah




c)

d)

[FE)

dan/atau bangunan kepada pemerintah:

Orang Pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau
bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah
dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada
badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan
sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang
ditetapkan oleh Menter1 Keuangan, sepanjang hibah
tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang
bersangkutan;

Badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau
bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan
atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha
kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan. sepanjang hibah tersebut tidak ada
hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan: atau
Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena
warisan;

Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang
dilakukan oleh Urang Pribadi atau badan yang tidak

termasuk subjek pajak.

(¥
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/) Kewajiban mencantumkan NPW P

a)

b)

Atas pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dengan
menggunakan SSP atas penghasilan dari pengalihan harta
berupa tanah dan/atau bangunan, wajib dicantumkan
NPWP yang dimiliki Wajib Pajak vang bersangkutan;

Kecuali SSP yang digunakan untuk pembayaran PPh atas
penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau
bangunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan jumlah

pajak yang harus dibayar kurang dari Kp 3.000.000.00.

g. PPh Final atas Jasa Kontruksi

1)  Definisi

a)

b)

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi
perencanaan  pekerjaan  konstruksi. layanan  jasa
pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa
konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi (Siti Resmi.
2013: 153).

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
rangkaian kegiatan perencanaan dan/ atau pelaksanaan
beserta  pengawasan yang mencakup pekerjaan
arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata
lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya
untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain

(Sit1 Resmi, 2013: 153).



c)

d)

Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oieh
Orang Pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang
profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang
mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen
perencanaan bangunan fisik iain (Siti Kesmi, 2013: 153).
Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh
Orang Pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang
profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang
mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk
mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk
bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya
pekerjaan  konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan
tungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan.
pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement
and  construction) serta model  penggabungan
perencanaan dan pembangunan (design and build) (Siti
Resmi. 2013: 153)..

Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh
Orang Pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang
profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang
mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal
pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan

diserahterimakan (S1t1 Resmi, 2013: 153)..
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g)
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Pengguna Jasa adalah Orang Pribadi atau badan termasuk
bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa
konstruksi (Siti Resmi, 2013: 153)..

Penyedia Jasa adalah Orang Pribadi atau badan termasuk
bentuk usaha tetap. yang kegiatan usahanya menyediakan
layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana
konstruksi.  pelaksana  konstruksi dan  pengawas
konstruksi maupun sub- subnya (Siti Resmi, 2013: 153)..
Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang
tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara

keseluruhan (Siti Resmi, 2013: 154)..

Tarif PPh Pasal 4 ayat (2)

a)

b)

c)

d)

€)

2% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh
Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;

4% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh
Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;

3% untuk Pelaksanaan Konstruksi vang dilakukan oleh
Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana
dimaksud dalam huruf 1) dan hurut 2):

4% untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan
Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang
memiliki kualifikasi usaha; dan

6% untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan



3)

4)

(78]

Konstruksi yang diiakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak

memiliki kualifikasi usaha.

Pajak Penghasiian vang bersifat finai :

a)

b)

Dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran,
dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak
sebesar jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak
Pertambahan Nilal, dikalikan tarit Pajak Penghasilan.

Disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal pengguna
jasa bukan merupakan pemotong pajak sebesar jumiah
penerimaan  pembayaran, tidak termasuk Pajak

Pertambahan Nilai, dikaiikan tarif Pajak Penghasiian.

Ketentuan lain

a)

b)

d)

Jika penyedia Jasa memperoleh atau menerima
penghasilan dari Luar Negeri, maka atas pajak yang
dibayar atau terutang di Luar negeri atas penghasilan
tersebut dapat dikreditkan (PPh Pasal 24).

Penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh
Penyedia Jasa Konstruksi dari luar usaha dikenakan tarif
berdasarkan ketentuan umum UU PPh.

Keuntungan atau kerugian selisih kurs dari kegiatan
usaha Jasa Konstruksi termasuk dalam penghitungan
Nilai Kontrak Jasa Konstruksi yang dikenakan PPh Final.

Penyedia Jasa wanb melakukan pencatatan yvang terpisah

~I
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atas biaya dari kegiatan usaha selain usaha Jasa
Konstruksi.

Kerugian dari usaha Jasa Konstruksi yang masih tersisa
sampai dengan Tahun Pajak 2008 hanya dapat
dikompensasi sampai | ahun Pajak 2008.

Untuk Wajib Pajak yang hanya memperoleh penghasilan
dari usaha jasa konstruksi, sejak tahun pajak 2009 tidak

diwajibkan membayar angsuran PPh Pasal 25.

h. PPh Final atas Persewaan | anah dan/atau Bangunan

1

2)

Dikenakan atas penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau

bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen,

kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau

gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko,

rumah toko, gudang dan bangunan industri.

Pemotong PPh Pasal 4 ayat (2)

a)

Apabila penyewa adalah badan pemerintah, Subjek Pajak
badan dalam negeri. penyelenggara kegiatan. bentuk
usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan
luar negeri lainnya, dan Orang Pribadi yang ditetapkan
oleh Direktur Jenderal Pajak, Pajak Penghasilan yang
terutang wajib dipotong oleh penyewa.

Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak

Penghasilan adalah :
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(1) Akuntan, arsitek, dokter, Notaris, Pejabat Pembuat
Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah
Camat, pengacara, dan konsuitan, yang meiakukan
pekerjaan bebas;

(2)  Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang
menyelenggarakan pembukuan; yang terdaftar
sebagai Wajib Pajak dalam neger.

¢) Apabila penyewa adalah Orang Pribadi atau bukan

Subjek Pajak Penghasilan, Pajak Penghasiian yang

terutang wajib dibayar sendiri oleh pihak yang

menyewakan.
Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak
Orang Pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau
memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau
bangunan dengan perjanjian persewaan adalah 10% dan
Jjumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan
bersitat tinal. Jumlah bruto nilai  persewaan adalah

semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa
dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan
dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya
perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya tasilitas
lainnya dan “service charge " baik yang perjanjiannya dibuat secara

terpisah maupun yang disatukan
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PPh Final atas Deviden yang diterima Orang Pribadi

)

2)

3)

4)

Atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak Urang Pribadi dalam negeri dikenai Pajak
Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final.
Dividen sebagaimana dimaksud adaiah dividen, dengan nama
dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan
asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil
usaha koperasi.

Dilakukan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang
ditunjuk selaku pembayar dividen.

Pihak yang membayar atau pihak lain vang ditunjuk seiaku
pembayar dividen wajib memberikan tanda bukti pemotongan
Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) kepada Waiib Pajak
Orang Pribadi dalam negeri yang dipotong Pajak Penghasilan

setiap melakukan pemotongan.

C. Kerangka pemikiran

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

Peraturan Pemerintah

Nomor 46 Tahun 2013

Jumlah Wajib Pajak | [ Pertumbuhan
ertumbuhan I " '[ b Jumlah Penerimaa
ontribus
Penerimaan PPh PPh Pasal 4 Ayat

Sumber : Penulis, 2017.

| Pasal 4 ayat (2)




BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini harus menjelaskan jenis penelitian yang digunakan.

Sugiyono (2014:36-57) menjelaskan jenis-jenis penelitian dilihat dari

tingkat eksplanasi sebagai berikut;

l.

Penelitian Deskriptit

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk
mengetahui variabel mandirt baik satu variabel atau lebih tanpa
membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya.
Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat mem-
bandingkan atau berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel
atau lebih dari satu variabel.

Penelitian Asosiatit

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui
hubungan antara dua variabei atau iebih.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini

adaiah Deskriptif. Peneiitan ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris

tentang analisis pertumbuhan jumlah Wajib Pajak, pertumbuhan jumlah

penerimaan pajak. pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dua tahun
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sebelum dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 46 |ahun

terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat Palembang.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi

42

2013 yang

penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Palembang Ilir Barat yang beralamatkan di JL. lasik, Kambang

Iwak Palembang 30135 Telp: 0711-312395. Fax: 0711-35495.

C. Operasionaiisasi Variabel

Rp4.8 miliar dalam satu tahun.

Tabel I11.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel Definisi Indikator
Penerapan Pengenaan PPh dengan tarif | 1. Penerimaan
Peraturan sebesar 1% dari peredaran bruto | 2. Pertumbuhan
Pemcrintah setiap bulan atas penghasilan dari | 3. Kontribusi
Nomor 46 usaha Wajib Pajak yang memiliki
Tahun 2013 peredaran bruto tidak meiebihi

Sumber : Penulis,

2017

D. Data yang Diperlukan

Misbahuddin dan Igbai (2014:

8)

berdasarkan

sumber

pengambilannya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder,

vaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperlukan atau dikumpulkan oleh orang

yang melakukan penelitian

atau

memerlukannya.

yang bersangkutan

yang
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2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari
sumber-sumber yang teiah ada.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan
data sekunder. Data primer yang digunakan berupa data penerimaan pajak.
data penerimaan pph final (pph pasal 4 ayat 2) dan pertumbuhan jumlah
Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang llir Barat pada
tahun 2012-2015, serta struktur organisasi dan sejarah KPP Pratama
Palembang llir Barat. Sedangkan Data Sekunder berupa artikel. jurnal. dan

lain-lain.

E. Metode Pengumpuian Data
Sugiyono (2014 : 193-205) menerangkan dilihat dari segi cara atau
teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut.

1. Interview (wawancara)
Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey
yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

2. Kuisioner (angket)
Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara member seperangkat atas pertanyaan tertulis kepada
responden untuk menjawabnya.

3. Ubservasi

Observasi merupakan pengamatan atau pencatatan yang sistematis




terhadap gejala-gejaia yang diteliti.

4. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaiu.
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya mo-
numental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah
teknik wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan
komunikasi langsung dengan Petugas Pajak yang ada di KPP Pratama
Palembang llir Barat. Dokumentasi dengan memperoleh dokumen berupa
data berupa data penerimaan pajak, data penerimaan pph final (pph pasal 4
ayat Z) dan pertumbuhan jumiah Wajib pajak yang terdaftar di KPP
Pratama Palembang Ilir Barat pada tahun 2012-2015, serta struktur
organisasi dan sejarah KPP Pratama Paiembang [iir Barat serta

mengumpulkan tulisan, atau karya-karya jurnal dan artikel orang lain.

F. Analisis Data dan Teknik Anaiisis
1. Analisis Data
Sugiyono (2U14: 13-14) menjelaskan anaiisis data daiam peneiitian
dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
a. Analisis Kualitatit
Analisis  kualitatif adalah suatu metode analisis dengan

menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar
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b. Analisis Kuantitatif
Analisis kuantitatif adalah analisis dengan mengunakan rumus-
rumus statistik yang disesuaikan dengan judui penelitian dan
rumusan masalah untuk perhitungan angka-angka dalam
menganalisis data yang diperoleh.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kuantitaif. Dari data yang diperoleh dengan mengukur atau menghitung
secara langsung dalam bentuk angka-angka dan kemudian disajikan
berdasarkan hasil analisis berupa keterangan atau uraian vaitu
Menghimpun data tentang Wajib Pajak dan penerimaan PPh Pasal 4
Ayat (2) dari Kantor Peiayanan Pajak Pratama Paiembang Iiir Barat.
Adapun langkah-langkah didalam pengolahan data adalah sebagai
berikut :

a. Mengukur dan mendeskripsikan laju pertumbuhan PPh pasal 4 ayat
(2).

Laju pertumbuhan PPh pasal 4 ayat 2 menunjukkan
kemampuan DPJ dalam mempertahankan dan meningkatkan
keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode
berikutnya. Menurut Halim (200/:24 1), Mengukur iaju pertumbuhan

digunakan rumus sebagai berikut (Halim, 2004:163):

Keterangan:

Gx = Laju pertumbuhan PPh pasal 4 ayat 2 pertahun
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Xt = Realisasi penerimaan PPh pasai 4 ayat 2 pada tahun t
X(t-1) = Realisasi penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 pada tahun
sebelumnya

Skala pengukuran laju pertumbuhan PPh pasal 4 ayat 2

didasarkan pada kriteria yang disusun daiam tabel berikut:

Tabel I11.2
Kritenia Laju Pertumbuhan
Persentase Laju Kriteria
Pertumbuhan
I R5% - 100% | Sangat berhasil
70% - 85% | Berhasil
55%-70% | Cukup berhasil |
L 30%-55% [ Kurang berhasil
| Kurang dari 30% | Tidak berhasil

Sumber: Halim (2004:163)

b. Mengukur dan mendeskripsikan iaju pertumbuhan Wajib Pajak.
Laju pertumbuhan Wajib Pajak menunjukkan kemampuan
DPJ dalam meningkatkan jumiah wajib pajak dari periode ke periode
berikutnya. Menurut Halim (2007:241), Mengukur laju pertumbuhan

digunakan rumus sebagai berikut (Halim, 2004:163):

(=)

- Xe—
‘ o =uﬁ % 1000/
IUA. ¥ AV /
‘ A{t-1)

Keterangan:
Gx = Laju pertumbuhan Wajib Pajak
Xt =Jumlah Wajb Pajak pada tahun t

X(t-1) = Jumlah Wajib Pajak pada tahun sebelumnya
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Skala pengukuran laju pertumbuhan didasarkan pada

kriteria yang disusun dalam tabel berikut:

I abel 111.3
Kriteria Laju Pertumbuhan
l Persentase Laju ] Kriteria —I
Pertumbuhan
85% - 100% Sangat berhasil
~ 70%-85% |  Berhasil

! 55% - 70% Cukup berhasil

30% - 55% Kurang berhasil

Kurang dari 30% Tidak berhasil

Sumber: Halim (2004:163)

C. Mengukur dan mendeskripsikan Kkontribusi PPh pasai 4 ayat 2
terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Kontribusi PPh pasal 4 ayat 2 adalah perbandingan antara

Jjumlah penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 dengan jumlah penerimaan

pajak penghasilan. Rumus pengukuran kontribusi PPh pasai 4 ayat 2

terhadap penerimaan pajak peghasilan sebagai berikut:

| Kontribusi PPh Pasal 4 Avat 2 terhadap Penerimaan PPh

Jumlah Penerimaan PPh pasal 4 ayat 2
= x 100%

| Junduit Pener liuun PRI !
|
|

Skala pengukuran kontribusi PPh pasal 4 ayat 2 terhadap
Pajak Penghasilan didasarkan pada kriteria yang disusun dalam tabel

berikut:




Tabel 111.4

Kriteria Kontribusi

Presentase Kontribusi l Kriteria
0.00-10% Sangat Kurang
10,10%-20% Kurang
20,10%-30% ~ Sedang
30,10%-40% Cukup Baik
40,10%-50% Baik
Diatas 50% Sangat Baik

Sumber: Tim Lithang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Norman

Duma Sitinjak, 2015)




BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ihir Barat didirikan
berdasarkan peraturan menteri keuangan 132/PMK.01/2006 tentang
Urganisasi dan lata Kerja Intasi Vertikal Direktorat Jendral Pajak
sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 67/PMK.01/2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang llir
Barat bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah DJP
Sumatera selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yvang berkedudukan di
Palembang.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang |lir Barat vang
sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat
didirikan sebagai bagaian dari modernisasi Iirektorat Jendral Pajak dengan
menerapkan Sistem Administrasi Perpajakan Modern.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat beralamat di
JI. Tasik, Kambang Iwak, Palembang 30135. Satu gedung dengan kantor
DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dan Kantor
Pelayanan Pajak Madya Palembang. Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Palembang llir Barat memiliki wilayah kerja yang meliputi 6 (enam)

kecamatan di kota Palembang yaitu Ilir Barat I, Ilir Barat I, Bukit Kecil,
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Sukarami, Alang-aiang iebar, dan Gandus yang terdiri dari 324 Rukun
Warga (RW) dan 1338 Rukun Tetangga (RT) dengan Jumlah penduduk
592.158 jiwa dengan jumiah penduduk iaki-iaki 300.631 dan perempuan
291.527. Luas wilayah KPP Pratama Palembang Ilir Barat adalah 190.730
km2.

Berikut gambaran umum KPP Pratama Palembang Ilir Barat secara
keseluruhan:

a. Struktur Organisasi KPP Pratama Palemban Ilir Barat

Gambar V. |
Struktur Organisasi
KDJP
¥
Rauwil DJP Sumalera
Selatan dan Kepulauan
Bangka Belitung
N Muhammad i
é Pegawai \ ¥
Fungsional
" KPP Pratama Palembang
\ 10 Pegawai / llir Barat
Denny Surva Sentosa
vy A 71 - v v
Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi
Pengelolahan Pelayanan Penagihan Pengawas Pengawas
Data dan dan dan
Informasi ¢ | Konsultasi | Konsultasi I1
Muslim A. Zaheddy Yuniar P. Yusron Elbion
8 Pegawai 12 Pegawai 5 Pegawai 7 Pegawai 7 Pegawai
¥ v ¥ ¥ L 4
Seksi Seksi Sub Bagian Seksi Seksi
engawas Pengawas Umum dan Pemeriksaan Ekstensifikasi
dan dan Kcpatuhan dan
Konsultasi 111 Konsultasi [V Internal Penyuluhan
Indra H. Privanti P. Ali Hanafia Fdo Asvuha Ambalalak
7 Pegawai 9 Pegawai 11 Pegawai 5 Pegawai 5 Pegawai

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2017




b. Susunan Organisasi KPP Pratama Palembang llir Barat
Susunan organisasi dan tugas KPP Pratama Palembang Ilir Barat
terdiri dari:
1) Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
Sub bagian umum dan kepatuhan internal mempunyai tugas
melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah
tangga. dan pengelolahan kinerja pegawai, pemantauan
pengendalian intern, pemantauan pengelolaan resiko, pemantauan
kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil
pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses
bisnis.
2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi
Seksi pengolahan data dan informasi mempunyai tugas
melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data,
pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan,
perckaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan
perpajakan, pengalokasian SP| dan e-Filling, Pelaksanaan i-
SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.
3) Seksi Pelayanan
Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan
dan penerbitan produk hukum perpajakan. pengadministrasian
dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan

Surat Pemberitahuan, penerimaan surat lainnya, serta peiaksanaan



pendaftaran Wajib Pajak.
4) Seksi Penagihan
Seksi penagihan mempunyal tugas melakukan urusan
penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan
pajak. penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak. serta
penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
5) Seksi Pemeriksaan
Seksi  pemeriksaan mempunyai tugas melakukan
penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan peiaksanaan aturan
pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan
Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainya, serta
pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang
ditunjuk kepala kantor.
6) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
Seksi ektensifikasi dan penyuluhan mempunyai tugas
melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan
subiek pajak. pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek
pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan
Wajib Pajak baru. serta penyuluhan perpajakan.
7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi |
Seks1 pengawasan dan konsultast I mempunyai tugas
melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan

pembetulan Ketetapan pajak. bimbingan dan konsultasi teknis



perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usuian pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan.
8) Seksi Pengawasan dan Konsuitasi |1
Seksi pengawasan dan konsultasi 11 mempunyai tugas
melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajb
Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak,
rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensitikasi
dan himbauan dan kepatuhan kepada Wajib Pajak.
9) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I11
Seksi pengawasan dan konsultasi Il mempunyai tugas
melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib
Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak,
rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensitikasi
dan himbauan dan kepatuhan kepada Wajib Pajak.
10) Seks1 Pengawasan dan Konsultasi |V
Seksi pengawasan dan konsultasi 1V mempunyai tugas
melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib
Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak,
rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensitikasi
dan himbauan dan kepatuhan kepada Wajib Pajak.
11) Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan

pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak vang



ditunjuk kepala kantor baik sebagai pemeriksa pajak pertama atau

pemeriksa pajak muda.

c. Visi dan Misi
Untuk menunjang keberhasilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Palembang llir Barat dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib
Pajak dalam menaati peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.
1) Visi
Menjadi Institusi Penghimpunan Penerimaan Negara yang
Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.
2) Misi
Menjamin penyelengaraan negara yang berdaulat dan
mandiri dengan:
a) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak
sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.
b) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan
pemenuhan kewajiban perpajakan.
¢) Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan professional.
d) Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja
3) Motto
Memberikan Pelayanan yang luntas, Adil, dan lepat

Waktu dengan mengedepankan Transparasi dan Kualitas.
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d. Tugas Pokok dan Kungsi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

mempunyal tugas meieksanakan penyuiuhan, peiayanan dan

pengawasan Wajib Pajak dibidang PPh, PPN, PPnBN, Pajak tidak

langsung lainya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya KPP Pratama Paiembang lir

Barat menyelenggarakan fungsinya antara lain:

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)

Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi
perpajakan, penyajian informasi pajakm pendataan objek dan
subjek pajak, serta menilai pajak bumi dan bangunan.

Menetapkan dan menerbitkan produk hukum perpajakan.
Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajkan, penerimaan
dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat.
Penyuluhan perpajakan.

Pelaksanaan registrasi wajib pajak.

Pelaksanaan ekstensitikasi.

Peleksanaan penerimaan pajak.

Pelaksanaan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak

Pelaksanaan konsultasi perpajakan.

10) Pelaksanaan intensitikasi.

11) Pembetulan ketetapan pajak.

12) Pelaksanaan administrasi kantor.



B. Pembahasan

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
Analisis Deskriptif Kuantitatif atau Statistik Deskriptif.

a. Mengukur dan mendeskripsikan Laju pertumbuhan Jumlah Wajib
Pajak Orang Pribadi/Badan.

Dalam upaya meningkatkan potensi jumlah wajib pajak, DJP
selalu mengupayakan berbagai macam soiusi daiam peiaksanaannya.
Dengan diterapkannya peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013,
diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam
pelaksanaan kewajibannya. Laju pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak di KPP
Pratama Palembang Ilir Barat dan tahun ke tahun adalah sebagai berikut

Halim (2004:163):

X¢ = X _ l
Gx ="t 100% |
X(t-1)

Keterangan:

Gx = Laju pertumbuhan wajib pajak pertahun

Xt = Jumlah Wajib Pajak pada tahun t

X(t-1) = Jumlah Wajib Pajak pada tahun sebelumnya.

Maka laju pertumbuhan Wajib Pajak Badan pada tahun 2014 adalah:

. (10.503 — 9.683) o
U2014 — 9.683 x 100 70

= 8,47% (I'1dak Berhasil)



Pertumbuhan jumiah wajib pajak badan seteiah penerapan
peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 yang terdaftar di KPP Pratama
Palembang liir Barat dapat dilthat daiam tabei | V.| berikut ini:

Tabel 1V.1

Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan
di KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Tahun | Jumiah WP Pertumbuhan | Persentase
Badan Terdaftar | Jumlah WP Badan Pertumbuhan
terdaftar
2013 Y.683 - - |
2014 10.503 820 8.47%
2015 11.254 751 7,15%
| Rata-rata , 7.81%

Sumber : Data diolah, 2017

Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah. No. 46 lahun 2013,
jumlah pertumbuhan wajib pajak badan tertinggi terjadi pada tahun
2014 yakni mencapai 8.47/% Wanb Pajak. Sedangkan jumlah
pertumbuhan wajib pajak badan terendah terjadi pada tahun 2015 yakni
hanya mencapai 7.15% Wajib Pajak.

Dapat diketahui bahwa pertumbuhan wajib pajak badan di wilayah
kerja KPP Pratama Palembang llir Barat mengalami penurunan dari tahun
2014 hingga tahun 2015. Adapun rata-rata persentase pertumbuhan wajib
pajak badan setelah diterapkannya Peraturan Pemerintah nomor 46 |ahun

2013 yaitu sebesar 7,81% wajib pajak dengan kriteria Tidak berhasil.

Sedangkan Pertumbuhan wanb pajak orang pribadi setelah
penerapan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 dapat dilihat pada

tabel 1V.2 berikut ini:
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Tabel 1V.2
Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi
di KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Tahun Jumlah WP Pertumbnhan Persentase |
Badan Terdaftar | Jumlah WP Badan | Pertumbuhan
e ~ terdaftar
2013 05,158 - | - !
2014 104.390 9.232 9,70%
2015 113.169 8.779 8.41%
[ Rata-rata ! 9,1%

| == L

Sumber : Data diolah, 2017

Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah. Nomor 46 lahun
2013, persentase jumlah pertumbuhan wajib pajak orang pribadi tertinggi
terjadi  pada tahun 2014 yakni mencapai Y.70% Waijib Pajak.
Sedangkan persentase jumlah pertumbuhan terendah terjadi pada tahun
2015 yakni hanya mencapai 8.4|% Wajib Pajak.

Dapat diketahui bahwa pertumbuhan wajib pajak orang pribadi di
wilayah kerja KPP Pratama Palembang llir Barat juga mengalami
penurunan dari tahun 2014 hingga tahun 2015. Rata-rata persentase
pertumbuhan wajib pajak orang pribadi seteiah penerapan peraturan
pemerintah nomor 46 tahun 2013 yaitu sebesar 9,1% wajib pajak dengan
kriteria Tidak berhasii.

Hal ini menunjukkan dengan adanya Peraturan Pemerintah No.46
Tahun 2013 ini, wajib pajak tidak menyadari kewajiban pajaknya karena

terjadi penurunan presentase setelah penerapan peraturan pemerintah ini.



b. Mengukur dan mendeskripsikan laju pertumbuhan PPh pasal 4 ayat
2).

Diterapkannya peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013
diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan realisasi penerimaan
PPh pasal 4 ayat (2) termasuk pada KPP Pratama liir Barat Palembang.
Laju pertumbuhan PPh pasal 4 ayat 2 di KPP Pratama Palembang llir

Barat dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut Haiim (2004:163):

ch:Mx1nno

I AV g

, .Y“_j_)

(<

Keterangan:

Gx = Laju pertumbuhan PPh pasal 4 ayat 2 pertahun

Xt = Realisasi penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 pada tahun t

X(t-1) = Realisasi penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 pada tahun
sebelumnya.

Maka laju pertumbuhan penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 pada tahun
2014 adalah:

;e 18.728.195 — 75.635.130.81 5% 100

 75.635.120,8

ors
Y2014 v

= 56,97% (Tidak Berhasil).

Pertumbuhan penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) pada KPP Pratama

Palembang Ilir Barat dalam tabel 1V.3 berikut ini:
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Label 1V.3
Pertumbuhan jumlah Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)
di KPP Pratama Palembang Ilir Barat
| Tahun | Jumlah Realisasi |  Pertumbuhan | Persentase |
Penerimaan PPh Jumlah Realisasi Pertumbuhan
’ Pasal 4 Ayat 2 Penerimaan PPh

Pasal 4 Ayat 2

I
2013 | 75.635.130,8 - :
2014 | 118.728.195 43.093.064,2 56,97%
2015 | 1733162879 |  54.588.0929 45.98%
Rata-rata 51,48%

Sumber : Data diolah, 2017

Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah. Nomor 46 Tahun
2013, persentase jumlah pertumbuhan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di
KPP Pratama Palembang Ilir Barat mengalami penurunan, persentase
pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) tertinggi terjadi pada
tahun 2014 yakni sebesar 56,97%. Sedangkan jumlah pertumbuhan
terendah terjadl pada tahun 2015 yakni sebesar 45,98%.

Rata-rata pertumbuhan penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) di KPP
Pratama Palembang llir Barat adalah sebesar 51.48% dengan kriteria
Kurang berhasil. Hal ini menunjukkan kurang besarnya partisipasi Wajib
Pajak dalam membayar beban pajak mereka sesual dengan tujuan
diterbitkannya PP 46 tahun 2013 adalah untuk pemerataan dalam
pengenaan pajaknya agar semua wajib pajak membayar pajak serta ikut
membangun penyelenggaraan Negara tidak tercapai dengan sangat baik.
dan kurangnya usaha DPJ dalam upaya meningkatkan realisasi penerimaan

PPh pasal 4 ayat (2) ini sendiri.



- Mengukur dan mendeskripsikan Kkontribusi PPh pasal 4 ayat 2
terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Kontribusi PPh pasal 4 ayat 2 terhadap Pajak Penghasilan pada
KPP Pratama Palembang Ilir Barat adalah sebagai berikut.

Kontribus: PPh Pasai 4 Ayat 2 terhadap Penerimaan PPh

_ Jumlah Penerimaan PPh pasal 4 ayat 2
h Jumlah Penerimaan P8h

x 100%

Maka kontribusi PPh pasal 4 ayat 2 terhadap Pajak Penghasilan di
KPP Pratama Palembang pada tahun 2014 adalah:

118.728.195.32

2014 = X 100% = 27,97%

380.423.659,9 = 0T =000

Kontribusi penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) terhadap pajak
penghasilan pada KPP Pratama Palembang llir Barat dapat dilihat pada
tabel 1V.4 berikut ini;

Tabel IV.4

Kontribusi PPh pasai 4 ayat 2 terhadap Pajak penghasilan
pada KPP Pratama Palembang llir Barat

Tahun | Realisasi Realisasi l Kontribusi W
Penerimaan PPh Penerimaan Pajak
pasal 4 ayat 2 Penghasilan
2014 118.728.195.3 380.423.659,9 31,21%
2015 | 1733162879 | 477.648.746.9 36,29%
Rata-rata 33,75%

Sumber: Data Diolah, 2017

Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah. Nomor 46 lahun
2013, Kkontribusi Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Pratama
Palembang llir Barat tertinggi terjadi pada tahun 2015 yakni 36.29%.
Sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar

30,21%.



Secara keseiuruhan rata-rata kontribusi PPh pasal 4 ayat 2
terhadap Pajak Penghasilan setelah diterapkan peraturan pemerintah
nomor 46 tahun 2013 adalah sebesar  33,/5%. Angka tersebut
memperlihatkan bahwa penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) memiliki

kontribusi cukup baik terhadap pajak penghasiian.



A,

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penclitian ini dilakukan untuk micngetahui implemcntasi PP Nomor

46 tahun 2013, untuk mengetahui pertumbuhan jumlah wajib pajak,

pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 Avyat (2), serta kontribusi

penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) terhadap Pajak penghasilan sebelum dan

sesudah penerapan PP Nomor 46 lahun 2013 pada KPP Pratama

Palembang llir Barat. Berdasarkan pembahasan dari bab empat, maka

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

—

Y

Seiclah penerapan PP No. 40 Tahun 2013 rala-rala periumbuhan
wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi terus mengalami
penurunan. Adapun rata-rata pertumbuhan wajib pajak badan
setelah diterapkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013
adalah sebesar 7,81% (tidak berhasil) dan wajib pajak orang pribadi
sebesar 9,1% (tidak berhasil). Hal ini menunjukkan bahwa upaya
DJP untuk meningkatkan potensi jumiah wajib pajak beium

tercapai dengan efektiv.
Setelah diterapkannya PP No.46 Tahun 2013 pertumbuhan
penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Palembang Ilir

Barat terjadi penurunan. Rata-rata persentase pertumbuhan

penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) pada KPP Pratama Palembang Ilir

b3



B.

L¥9]

Saran

o4

Barat adalah sebesar 51,48% (kurang berhasii). Hal ini dikatakan
belum baik dikarenakan kriteria laju pertumbuhan masih dalam
kategori Kurang berhasii sehingga periunya upaya DPJ dalam
meningkatkan penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 sehingga sesuai

dengan tujuan diterapkannya Peraturan Pemerintah tersebut. .

Routiibusi PPl pasal 4 ayai (2) teihadap pajak penghasilan pada
KPP Pratama Palembang Ilir Barat setelah penerapan PP no.46
tahun 2013 mengalami peningkatan dari sebelumnya. Rata-rata
kontribusi PPh pasal 4 ayat (2) terhadap pajak penghasilan adalah
sebesar 33.7/5%. Angka tersebut memperlihatkan bahwa
penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 memiliki kriteria kontribusi cukup
baik terhadap pajak penghasilan, akan tetapi penerimaan PPh pasal
4 ayat (2) harus lebih ditingkatkan dengan baik lagi agar mampu

meningkatkan kontribusinya terhadap pajak penghasilan.

Sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak lebih giat dalam menggali

potensi penerimaan pajaknya khususnya PPh Pasai 4 Ayat (2). Sosialisasi

penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebaiknya terus

dilakukan agar tujuan peraturan ini tercapai dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistiik. (2013). Realisasi Penerimaan Negara Tahun 201 |
hingga 2015. (http://bps.go.id, diakses 7 November 2016).

Darmawan. Deni. (2013). Metode Penelitian Kuantitatit. Bandung: P1.
Remaja Rosdakarya.

DIJP. (Oniine). (http://www.pajak.go. id/content/articie/segera-manfaatkan-

tahun-pembinaan-wajib-pajak-20135, diakses tanggal 11 Desember
2016).

DJP. (Online). (http://www.bps.go.id/content/realisasi- -penerimaan-negara-
milyar-rupiah-2007-2017, diakses tanggal 11 Desember 2016).

Hakim, Fadli. 2015. Analisis Penerapan PP. No.46 lahun 2013 lentang
Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib
Pajak Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama
Manado. Jurnal EMBA Universitas Samratulangi, Manado. Hal.
717-840 (http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/issue/
view/950, diakses 7 November 2016).

Halim. Abdul. (2004). Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi.
Yogyakarta: UPP AMP YKPN Bunga Rampai.

Misbahuddin dan Igbal. (2014). Analisis Data Penelitian Dengan Statistik.
Edisi kedua Jakarta: PT Bumi Aksara.

Leafet PP-46 UMKM. (Uniine).

(http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Leaflet%20PP%2046-

UMKM.pdf, diakses 19 Desember 2016).

Mardiasmo. 2016. “Perpajakan”. Edisi Revisi. Yogyakarta: C.V Andi
Offset.

Nirsetyo, Yulianti, Christera. (2015). Analisis Penerapan PP No. 46 [ahun
2013 Tentang Pajak UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib
Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan dan UMKM yang Mana yang
Diuntungkan. (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang
Gayamsari). ISBN 978-602-0960-29-6, Seminar Nasional Hasil
Penelitian (SNHP-V). November, (2015).

Norman Duma Sitinjak. 2015. linjauan kfektivitas Peiaporan SP1 PPh
Tahunan dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan PPh dalam Skala
Nasional. Universitas Merdeka Malang.

Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2015). (Online). (http://www.kemenkeu.go.id/Data/nota-
keuangan-rapbn-p-tahun-2013, diakses 25 Oktober 2016).




Program Strata Satu, (2016), Pedoman Penuiisan Usuian Peneiitian dan
Skripsi. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.

Putrayasa, | Nyoman. (2013). Dampak Ekonomi Penerapan Peraturan
Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 Terhadap Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM). Jurnal Riset Akuntansi Juara. Vol.
3 No. 2 September (2013).

Resmi, Siti. (2013). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: SalembaEmpat

Sugiyono. (2014). “Metode Penelitian Pendidikan . Bandung : CV
Alfabeta.

Syahdan, Saithul Anuar dan Astida Parama Rani. 2013. “Dimensi
Keadilan atas Pemberlakuan PP No.46 tahun 2013 dan
Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak”. Prosiding Simposium
Nasional Perpajakan 4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1963 tentang
Perubahan Ketiga atas Ketentuan Umum dan lata Cara Perpajakan
Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.

Widyatjiali. (2015). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan
Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Bitung.
Jurnal EMBA 369 Vol.3 No.4. Hal. 369-3/6. ISSN 2303-1174.
Desember (2015).



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT

JALAN TASIK, KAMBANG IWAK, PALEMBANG 30135, KOTAK POS 1386
TELEPON {0711) 357077, 355193; FAKSIMILE (0711) 354953; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL : pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
PELAKSANAAN RISET/PENELITIAN
Nomor : KET- 10 /WPJ.03/KP.0101/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Subbagian Umum KPP Pratama Palembang llir
it, menerangkan bahwa mahasiswal/i atas nama :

Nama : Sri Mulyani
NIM : 222013157
Jurusan : Akuntansi

Lembaga Pendidikan : Universitas Muhammadiyah Palembang

| selesai melaksanakan riset/pengambilan data di KPP Paratama Palembang llir Barat pada
gal 31 Januari 2017.

Demikian surat keterangan dari kami.

usan:
la Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung

VPJ.03/KP.0101



01w dHODS TIVIIAO
ey worsuayaxduwo)) Surpeayy
o1l TRUIRIN) 9In1onng
44

uorsuaaadwo)) Sutmasr]
LT0Z P9z ‘Arenuep

e[ 199,
I+ UBYE], S, 183,
¥661 [IE1 ToquasoyN ‘Suequiajeg i jo Me(gpeoeld
ueAy 1S aureN

@I0DdY FH0OS ALITIAY HSTIONA J0 LSAL

PO ONIPAZANINPSPHPOPIPQIND] *[IP1)

LEITLC (11LD) “XPL - FEI71C (3170) “a119L
£9Z0T suequIded N €1 [Ue( PRIy [PRpUaf uejer

VSVHEVA VOVaAWwI1
INVIWITVA HVAITVWHWYLIIW SYLISTETIAIND

0}5

Y IvZin .-lm..\\\uﬂ .

LT0Z/MI/dN/ET/E4 VALBSZ 'ON

S=0N




ST i

T

N

, HNGE
copigelos

%ﬂ%

é@ 6

D = AR

T T
1L <\RE
©)
!
e

e

B

ﬁ;

A
(O

!

(

)

2
=0

{

S

VARG
&)

o)/
, .l

I..T’_.'..."_ WA

LRI PR

R e e o
e -

JopiaEes
910z Jequsydes /| ‘Buequisied

sninT - ueyejeiuiq

ONVYENITVd - usjednqgeyi/ejoy

HYE3T ONVIV-ONVIV ! . uejEWERIDY
() YAVFIYS: esaq/ueyeIn|oy

: 1p yedwaliag 910z Jequisides € uebusp ledwes Inf 0Z
|lebBuey uep uexeuesyejp BueA | |-9) uejeybuy eAepsod Miews| ejeAN elisy yeiny gnyibusw ye|s)

v661-L1-€1 'ONVAWITVd liye (61 yedwa |
SINSIE NVA INONOMI: .~ seymyeq
LSLEL0ZTT : emsiSEYB YOXNOd JOWON

INVATNN 1S BWEN

:BMyeq UeyBuelauaw Buequwaed cmzumEEEss_ SBJSJaAIUN Jopey

9L0Z/X/dINN/NWHA/P-HI8LL "ON

 WpopEe

ISYLIQIUNVHIL SNLYLS
ONVEINITVd HVYAIQYININYHNIN SYLISHIAINN

HVAIQYWNYHNIN LYSNd NYNIdNId ID99NIL NYMIGION3d SIT3arvin

(7O
o )..#..W
T ped | Smir 3517

()50
e

e

€
4

@}

(99
|

T
i 3

7

b

X

Bﬂ_a.r: %



AMA MAHAS ISWA -~ SRI MULYANI

| [ PEMBIMBING -

IM

| [KETUA

22 2013 157 - Muhammad Fahmi, SE., M.Si |

ROGRAM < 1UDI

AKUNTANSI | |[ANGGOTA

]

JDUL SKRIP 31

ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013

DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN
PPh PASAL 4 AYAT 2 (Studi Kasus pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat)

0. | TOLBLNITH | 1 e vANG DIBAHAS il b’ KETERANGEN
SRS S KETUA | ANGGOTA | L
e =T v —
2l Y L /n
= /A ) . l ; I
, ] .
s 1 _—'V_/éM\ /M/ ‘Fv@/.@_ Il
4 / . ol
5. |/, ’_1 o— JL\S—‘K /Iaf}/ ""(*‘Lj._
6. , / / A o
7. %/) Gl L%}Jﬁ 1 P— /W ﬂ“"cvc—'j,,_,
8 L, / i b5
E (3 d — v
7 l/«w e, /M-/ Corpe ]
0 __ o P A =
% & < T [ i— fre St |
2 ] f .
5 -
6.
SATATAN
= Dikeluarkan di : Palembang
Mahwosva diberikan waktu menyelesail an skripsi, : / / I
O bhular erhitung sejak tanggal ditetapkan, 'i\?li-{)lr:ih'-‘°v ’
- Forabd el
‘x/é :F‘I:Qr:"'ml Si[‘k:fl_-q
1§ Ny aid
. BefrisSitjuddin, SE., M.Si, Ak, CA
AT B

R -~




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI Nomor : 027 ISKIBAN-PT/Akred IPT/I / 2014 (B)

7 AKREDITAS) PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1) Nomor : 044 [SK/BAN-PT/Akred 1S/l / 2014 (B)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI (81) Nomor : 1262 /SKIBAN-PT/Akred/S/XIl/ 2015 (B)

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3) Nomor : 771 ISK/BAN-PT/Akred/Dpl-HIVII 2015 (B)
.umpalembang.ac.id Email : febumplg@umpalembang.ac.id

imat : Jalan Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711)511433 Faximile (0711)518018

\_’/.1:1\43,.._______;

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal  : Rabu, 22 Februari 2017

Pukul : 08:00 s/d 12:00 wib
Nama : Sri Mulyani
NIM 22 2013 157

Program Studi  : Akuntansi

Bidang Skripsi  : Akuntansi Perpajakan

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Dalam
Meningkatkan Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPH Pasal 4
Ayat (2) (Studi Kasus di KPP Pratama Palembang Ilir Barat)

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH PIHAK TIM PENGUJI DAN
PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN
UNTUK MENGIKUTI WISUDA

' NAMA DOSEN JABATAN TANGGAL TANDA
PERSETUJUAN TANGAN
Muhammad Fahmi, S.E., M.Si Pembimbing 0 /3 2013 mﬂ]@“i
H. M. Basyaruddin R, S.E., Ak., M.Si., CA | Ketua Penguji | \0/ 2017 ; =
¥ gy /;5 %’f"
Nina Sabrina, S.E., M.Si P i1
ina Sabrina i enguji “?/Q, . 5013 {
Muhammad Fahmi, S.E., M.Si Penguji 2 &
| = 7;/3(/ 0 Y]

Palembang, Maret 2017 }

ISLAM! & UNGGUL




FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

QML

DIBERIKAN KEPADA :
NAMA :  SRIMULYANI
NIM T 222013157

PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan HAFAL / TAHFIDZ (25) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonami dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 2016 |, swaine 20 U8
ADRAR

né

b« o IWE. TSN

DN : 731454/0215126902




DAFTAR NILAI

NAMA : SRIMULYANI
NIM - 222013157

NO NAMA SURAT |TAHFIDZ | FASIKH | TAJWID JUMLAH
1 { AL-ASHR 60 15 15 L)
2 | AL-HUMAZAH 60 15 10 85
3 [ALFIC 60 15 10 85
4 | QURAISY 60 15 15 90 |

5 [ AL-MAUN _ ~ 60 15 10 85
6 | AL-KAUTSAR 60 ~ 15 10 85

7 | AL-KAFIRUN 60 15 15 90
8 { AN-NASHR 60 5 10 85
9 | ALLLAHAB 60 15 15 90
10 | AL-IKHLAS 60 15 15 90
11 | AL-FALAQ 55 15 15 85
12 | AN-NAS 60 20 15 95
13 | AL-BAIYINAH 60 15 15 90
14 | AL-ZALZALAH 60 15 15 90

15 | AL-ADIYAT 60 15 15 90
16 | AL-QARI'AH 60 15 15 80
17 | AT-TAKATSUR 60 15 15 90
18 | AD-DHUHA 10 60 10 80
19 | ALINSYIRAH 10 60 10 80
20 | AL-TIIN 10 60 10 80 |
21 | AL-ALAQ 10 60 10 80 |

22 | AL-QADAR 10 60 | 10 80 |
23 | AL-BALAD 10 60 10 80 |

24 | ALSYAMS 10 60 10 30 |
25 | AL-LAIL 10 60 10 80




